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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dikaitkan dengan Negara Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan 

perekonomiannya bercorak agraris, maka bumi atau tanah mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita terbentuknya masyarakat 

yang adil dan makmur.
1
 Keberadaan tanah yang subur juga didukung dengan 

banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai 

petani, sehingga atas daratan luas yang subur tersebut dimanfaatkan secara 

maksimal untuk dapat menghasilkan produk-produk pertanian.
2
 

Permasalahan umum bagi usaha agribisnis di Indonesia, terutama yang 

berkaitan dengan petani kecil adalah jatuhnya harga pada musim saat panen 

raya.
3
 sedangkan beberapa hasil panen tidak dapat bertahan lama atau rusak 

seperti buah-buahan dan sayuran. Kejadian semacam ini sering terjadi 

khususnya pada petani padi, sebab petani padi cenderung memiliki jadwal 

tanam seragam tersebut sengaja dilakukan para petani agar semua pertanaman 

                                                           
1
 Nurani, Nina, Daya Saing Agribisnia (Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan), 

Bandung: Nuansa, 2007 Hlm. 7 
2
 Ibid 

3
 Iswi Hariyani, R.Serfianto. D.P., Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat 

Perdagangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1. 



padi dapat pengairan yang cukup, dan untuk meminimalkan serangan hama-

penyakit, serta untuk mengejar musim tanam yang optimal.
4
 

Belum lagi permasalahan lain yakni ketika petani dengan melimpahnya 

hasil panen komonditi kondisi pergudangan tempat menyimpan hasil panen 

yang buruk sebagai upaya tetap menjaga kondisi hasil panen sampai harga 

jual yang diinginkan. Bahkan hal tersebut membuat petani enggan memanen 

hasil pertaniannya dikarenakan biaya panen lebih besar daripada harga jual 

produknya.
5
 

Kondisi inilah yang yang sangat menguntungkan bagi para tengkulak dan 

rentenir yang kemudian mengambil untung besar dari kesulitan petani. 

Sebenarnya petani dapat menyiasati dengan tunda jual hasil panen akibat 

rendahnya harga di pasaran. Kondisi tersebut disebabkan, sebagian besar 

petani memposisikan hasil panennya sebagai cash crop. Artinya, petani 

membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya atau untuk 

mencukupi keperluan hidup rumah tangganya. 
6
 

Sehingga bank pun enggan membiayai atau menyalurkan kredit ke sektor 

agribisnis dengan alasan risiko kegagalan usaha, karena usaha agribisnis 

sangat bergantung pada faktor alam yang sulit untuk dikendalikan. Lalu bank 

                                                           
4
 Ibid, hlm 2 

5
 Ibid 

6
 Ashari, Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang, Untuk MendukungPembiayaan Usaha 

Pertanian di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 29 (2),  Pusat Sosial Ekonomi dan 

Kebijakan Pertanian, 2011, hlm. 2 



tidak berani mengambil risiko lebih besar dan harus berhati-hati mengelola 

dana dari masyarakat. 

Berbicara mengenai bank, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang 

perannya sangat besar dan penting bagi kehidupan   masyarakat.
7
 bank juga 

suatu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 

Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” 

Berdasarkan definisi tersebut dapat tergambar bagaimana bank diarahkan 

untuk dapat berperan dalam menunjang kelancaran perkonomian, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan, 

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat”. Salah satu 

bentuk nyata peranan  bank dalam kaitannya sebagai penunjang perekonomian 

negara, yakni pemberian kredit sebagai salah satu jasa perbankan yang dapat 

dilakukan oleh bank umum. Kredit merupakan hal yang sebenarnya tidak 

                                                           
7
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2000,  hlm. 106 



asing lagi, baik bagi masyarakat di perkotaan ataupun pedesaan. Dalam Pasal 

1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan definisi 

kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.” 

Kemudian masalah tersebut coba diatasi oleh pemerintah melalui 

pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi 

Gudang.  Keberadaan Sistem Resi Gudang diperkuat dengan dasar hukum 

yakni, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Berdasarkan Pasal 

1 (ayat) 1  Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang, 

sedangkan Resi Gudang itu sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas 

barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
8
 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Resi Gudang yang 

menjadi subjek dari Hak Jaminan adalah Pemegang resi Guang yakni pemilik 

barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak 

lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Pasal 1 angka 13 Pusat Registrasi 

adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan 

                                                           
8
 Iswi Heriyani,Op.Cit, hlm. 5 



Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi 

Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan. pemindahbukuan 

kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem 

dan jaringan informasi. Pasal 1 angka 15 Penerima Hak Jaminan adalah pihak 

yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai 

dengan akta Pembebanan Hak Jaminan. 

Barang dalam sistem resi gudang meliputi barang bergerak yang dapat 

disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara 

umum. Barang bergerak yang dijadikan objek jaminan resi gudang pada 

umumnya adalah barang-barang hasil panenpertanian / perkebunan / 

perikanan. Barang-barang jenis ini mempunyai karakteristik khusus, 

misalnya: 

1. Jangka waktu penyimpanan relatif lebih pendek dibandingkan barang 

non-pertanian. 

2. Bersifat mudah rusak atau mudah busuk . 

3. Bersifat meruah (banyak makan tempat) 

4. Proses penyimpanan digudang harus dikontrol lebih ketat karena mudah 

terserang hama  penyakit. 

5. Mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen terutama 

proses pengeringan dan proses grading-sortasi, 

6. Harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat 

dipengaruhi oleh musim. 



Jenis-jenis barang yang dapat disimpan digudang dalam rangka sistem 

resi gudang untuk pertama kalinya (sesuai pasal 4 Permendag Nomor 37/M-

DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang Dapat Disimpan Dalam 

Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang) adalah : (a). Gabah; (b). Beras; (c). 

Jagung; (d). Kopi; (e). Kakao; (f). Lada; (g). Karet; (h). Rumput Laut; (i). 

Rotan; (j). Garam; (k). Gambir; (l). Teh; (m). Kopra; (n). Timah; (o). Bawang 

Merah; (p). Ikan; dan (q). Pala. 

Berdasarkan uraian diatas adanya Sistem Resi Gudang ini para petani 

tidak perlu terburu-buru menjual hasil pertanian mereka, dikarenakan para 

petani dapat menyimpan hasil panen di Gudang Terakreditasi yang ditunjuk 

pemerintah dan dapat menjadikan, dan dapat dijadikan dokumen Resi Gudang 

yang dimilkinya sebagai jaminan kredit ke bank. Dengan kata lain dengan 

adanya Sistem Resi Gudang ini dapat menolong petani dari dampak merosot 

harga pada saat musim panen dan di harapkan petani dapat memperoleh harga 

yang ekonomis atau harga yang layak untuk kelangsungan usahanya.
9
 

Sistem Resi Gudang (Warehouse Reciept System) merupakan salah satu 

instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem 

resi gudang dapat memberikan fasilitas pemberian kredit bagi dunia dengan 

agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang 

                                                           
9
 Ibid 



juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara 

penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun.
10

 

Adanya Sistem Resi Gudang timbul jenis baru sistem jaminan di 

Indonesia yang sebelumnya tidak ada. Jika dilihat penggolongan benda yang 

menjadi objek jaminan, yakni benda bergerak dan penguasaan benda saat 

dijadikan jaminan utang yang berada di bawah penguasaan debitur. Sistem 

Resi Gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem Jaminan 

Fidusia, terutama yang berkaitan dengan objek jaminan barang bergerak 

berupa stok hasil pertanian / perkebunan / perikanan. Namun tentu terdapat 

perbedaan akan keduanya sehingga pada saat resi gudang akan dijadikan 

jaminan utang tidak dapat dibebankan dengan jaminan kebendaan yang 

sebelumnya telah ada dalam pengaturan hukum positif Indonesia.
11

 

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang timbul karena adanya 

perjanjian pokok. Jadi sifatnya adalah ikutan atau accessoir, yang diadakan 

untuk kepentingan perjanjian pokok. Yang mana berati timbul dan hapusnya 

bergantung pada perjanjian pokok. Hapusnya hak jaminan Resi Gudang 

bedasarkan Pasal 15 Undang-Undang Sistem Resi Gudang adalah: 

Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-

hal sebagai berikut: 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid 



a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan; 

b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan. 

Jaminan atas resi gudang sebagai hak kebendaan yang memiliki sifat droit 

de suit (hak yang mengikuti), artinya benda tersebut selalu mengikuti 

bendanya dimana pun juga barang itu berada. Pada Pasal 15 Undang-Undang 

Sistem Resi Gudang tidak mengatur secara jelas tentang hapusnya hak 

jaminan apabila objek jaminan musnah. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu skripsi yang berjudul: 

“ANALISIS JAMINAN RESI GUDANG JIKA OBJEK JAMINANNYA 

MUSNAH (STUDI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 

2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

diambil dalam penulisan ini adalah: 

1. Apakah akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang musnah 

dihubungkan dengan sifat hak kebendaan droit de suit? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur 

wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi gudang tersebut musnah? 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berguna untuk memberikan arahan dalam penelitian 

sesuai dengan maksud penelitian tersebut sehingga tujuan penelitian 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian.  

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang 

musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan droit de suit. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur 

dalam hal debitur wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi gudang 

tersebut musnah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya  hukum 

perdata. Pemahaman teoritis mengenai apakah suatu perjanjian dapat 

dikatakan hapus apabila objek jaminan tersebut musnah dan 

bagaimana tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan yang 

musnah. 

 



2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai apakah suatu perjanjian dapat dikatakan hapus 

apabila objek jaminan tersebut musnah dan bagaimana tanggungjawab 

debitur terhadap objek jaminan yang musnah. Selain itu diharapkan 

juga dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang 

berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan 

yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian 

yaitu hanya mengenai apa akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang 

musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan droit de suit dan bagaimana 

upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur wanprestasi 

yang mana objek jaminan atas resi gudang tersebut musnah. 

 

F. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah 

dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang 

ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan 

suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi 

berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermuda 



manusia dalam memahaminya, kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar 

definisi dari bebbagau macam buku namun lebih kepada penggalian teori 

yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang 

akan diteliti.
12

 

1. Konsep Perjanjian 

Perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan  

manusia sehari-hari.
13

 Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan 

atau ditulis1. Suatu perjanjian juga dapat  persetujuan, karena dua pihak itu 

setuju untuk melakukan sesuatu. 

a. Perjanjian Menurut Para Ahli 

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa di 

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian melahirkan 

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
14

 Sedangkan 

menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian merupakan 

Hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu 
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janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak 

menuntu kewajiban itu.
15

 

 

b. Perjanjian Menurut KUH Perdata 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Definisi perjanjian yaitu 

bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Konsep inilah membuat para pihak mempunyai 

kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian, sepanjag tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban 

umum.
16

 

2. Teori Jaminan 

Jaminan merupakan terjemahan dari istilah zakerheid atau cautie yang 

artinya kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada 

kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai 

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur 

terhadap krediturnya. Ruang lingkup jaminan meliputi yaitu jaminan umum 

dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua, jaminan kebendaan 

dan jaminan perorangan. 
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Jaminan kebendaan  terbagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak 

bergerak, jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia, Sedangkan 

jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, hipotek, kapal laut 

dan pesawat udara. 

a. Jaminan Resi Gudang 

Pengertian Sistem Resi Gudang dapat diketemukan dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang (UU SRG) yang berbunyi sebagai berikut: Sistem 

resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, 

pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dijelaskan 

mengenai definisi resi gudang. Resi Gudang adalah dokumen bukti 

kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan 

oleh Pengelola Gudang. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak yang diberikan oleh hukum.
17

 Terdapat 2 perlindungan hukum, yaitu:
18
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a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum 

yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa atau pelanggaran. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum 

berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikann apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran 

sebelumnya. 

4. Teori Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dan debitur. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa: 

a. Tidak memenuhi prestasi. 

b. Tidak sempurna memenuhi prestasi. 

c. Terlambat memenuhi prestasi. 

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya 

atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.
19

 

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan 

bahwa:  
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“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya 

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya.” 

G. Metode Peneltian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penilitan dalam penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum 

Normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. 

Penelitian Hukum Normatif  hanya mengeanal data sekunder saja, yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa 

melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.
20

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ) 

Penelitian hukum  ini menggunakan pendekatan  perundang-

undangan (statute approach). pendekatan  perundang-undangan 

(statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
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menelaah semua Undang-undang dan  regulasi yang bersangkutpaut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.
21

 

 

b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) 

Pendektan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman 

terhadap doktrin-doktrin  dan pandagan-pandangan yang berkembang 

dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun 

argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide 

dengan memberikan pengertian-pengetian hukum, konsep hukum 

maupun asas-asas hukum yang relevan denga permasalahan dalam 

penelitian hukum. 
22

 

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum   

Bahan hukum merupakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian 

dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:
23

 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri dari : 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 42 T.ahun Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan 

hukum primer yaitu beberapa literatur-literatur hukum yang terdapat 

beberapa doktrin-doktrin atau teori-teori hukum, jurnal hukum, artikel-

artikel hukum, hasil-hasil penelitian dan berbagai hasil kegiatan ilmiah 

yang berkaitan dengan permasalahn yang ditangani dalam penelitian 

ini.
24

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum sebagai penunjang 

guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan contohnya seperti 

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks 

kumulatif dan seterusnya.
25
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4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan metode 

survey book  atau library research atau studi kepustakaan, yaitu dengan 

mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, 

jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang 

diangkat. Metode  pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian
26

 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Teknik analisi bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriftif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara 

sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien sehingga 

memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang 

di kumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
27

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Di dalam penelitian ini, digunakan prosedur deduktif yang dimana 

penarikan kesimpulan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya 
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telah diketahui dan diyakini lalu berkahir pada suatu kesimpulan. Kesimpulan 

ini merupakan sebuah pengetahuan baru yang besifat khusus.
28
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